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Isu hukum yang ingin dibahas pada tulisan ini adalah eksistensi dan 
independensi dari lembaga pengawas yang dibentuk oleh DPR yaitu Mahkamah 
Kehormatan Dewan (MKD). Kehadiran MKD sebagai lembaga pengawas DPR 
banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan tugas dan wewenang yang 
dimilikinya. Maka dari itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui apakah kehadiran MKD selaku lembaga pengawas sangat diperlukan 
oleh anggota DPR untuk menjaga serta menegakkan keluhuran martabatnya. Serta 
untuk mengetahui apakah DPR merupakan sebuah lembaga profesi sehingga 
memerlukan MKD sebagai lembaga pengawasnya. 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 4 Bab, 
yakni Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang dari isu hukum yang 
diteliti dan gambaran mengenai permasalahan penelitian mengenai Eksistensi dan 
Independensi MKD, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
metode penelitian. Bab II akan menguraikan mengenai Kajian Teoretik dan Kajian 
Normatif. Bab III akan membahas mengenai Apakah kehadiran MKD diperlukan 
oleh DPR untuk menjaga serta menegakkan keluhuran martabat anggota DPR, dan 
Apakah DPR merupakan sebuah lembaga profesi sehingga memerlukan MKD 
sebagai lembaga pengawasnya. Dan Bab IV akan membahas mengenai 
kesimpulan dan saran. 






Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) merupakan 
lembaga pengawas yang dibentuk sendiri oleh DPR dengan tujuan untuk menjaga 
serta menegakkan keluhuran martabat anggota DPR. 
 Kehadiran MKD sebagai lembaga pengawas baru bagi anggota DPR 
setelah menggantikan kedudukan BK sebagai lembaga pengawas anggota DPR 
yang lama. Pembentukan MKD sebagai lembaga pengawas yang baru bagi 
anggota DPR juga dibekali dengan tugas dan wewenang yang lebih luas 
dibandingkan dengan BK. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan terkait 
dengan eksistensi MKD selaku lembaga pengawas bagi anggota DPR. Hal ini 
dikarenakan lembaga pengawas pada umumnya hanya dibentuk pada lembaga 
profesi saja. Permasalahan lain yang timbul adalah terkait dengan susunan 
keanggotaan MKD yang berasal dari anggota DPR itu sendiri, sehingga 
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